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masyarakat, khususnya kelompok kepentingan yang
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Materi Muatan Peraturan Peraturan Daerah, perancang peraturan daerah dituntut
Daerah untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke

dalam materi muatan Peraturan Daerah agar peraturan
yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan
secara efektif oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Daerah
serta menganalisis alasan pentingnya pengintegrasian
nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan
Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum  normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual  (conceptual approach). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,  baik  dari  aspek  formal
pembentukannya maupun dari aspek materi muatan yang
dikandungnya. Materi muatan Peraturan Daerah tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar
(grundnorm), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 28
tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan
Peraturan Daerah menjadi penting untuk menjamin
terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia dan
mewujudkan Peraturan Daerah yang berkeadilan dan
berperikemanusiaan.
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PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu instrumen hukum yang
memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda
berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan
kewenangannya sekaligus sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat di
daerah. Oleh karena itu, Perda harus disusun secara cermat dan bertanggung jawab
agar mampu memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan
masyarakat secara adil dan merata. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan
dalam pembentukan Perda adalah jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok kepentingan yang
menjadi sasaran pengaturannya.

Dalam praktiknya, tidak semua Perda secara optimal mencerminkan nilai-nilai
HAM. Masih ditemukan Perda yang materi muatannya berpotensi membatasi hak-
hak warga negara, bersifat diskriminatif, atau tidak sejalan dengan prinsip keadilan
dan kemanusiaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Perda tidak
cukup hanya berlandaskan pada kewenangan formal pemerintah daerah, tetapi juga
harus memperhatikan nilai-nilai HAM sebagai bagian integral dari materi muatan
peraturan. Pengintegrasian nilai-nilai HAM sejak tahap perancangan menjadi penting
agar Perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat diterima
dan dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat.

Pembentukan hukum di Indonesia pada dasarnya dilakukan melalui beberapa
mekanisme, yaitu pembentukan hukum (Rechtsvorming), penemuan hukum
(Rechtsvinding), penciptaan hukum (Rechtsschepping), dan penghalusan hukum
(Rechtsverfijning). Dalam konteks pembentukan Perda, mekanisme yang paling
relevan adalah pembentukan hukum (Rechtsvorming) yang dilakukan melalui
kewenangan eksekutif dan legislatif di daerah. Pemerintah daerah berwenang
mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sedangkan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan legislasi untuk membahas dan
menetapkan Perda bersama kepala daerah. Proses pembentukan tersebut harus
mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun secara prosedural pembentukan Perda telah diatur secara jelas,
substansi atau materi muatan Perda tetap harus memenuhi prinsip-prinsip
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu prinsip penting
tersebut adalah penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sebagaimana diamanatkan
dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda menjadi suatu
keharusan agar Perda tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan
mampu menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada urgensi
pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda. Permasalahan yang
dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan Perda dan
mengapa nilai-nilai HAM harus diintegrasikan ke dalam materi muatan Perda.
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Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan Perda
serta menganalisis alasan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi
muatan Perda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa
pemahaman bagi pembentuk Perda mengenai pentingnya perlindungan HAM, serta
manfaat akademik sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum daerah yang lebih
berkeadilan dan berorientasi pada HAM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
Penelitian ini bersumber pada asas-asas hukum dan kaidah hukum yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan
pembentukan Peraturan Daerah dan pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia
dalam materi muatan Peraturan Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagaimana dikemukakan
oleh Johnny Ibrahim dan Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan perundang-undangan
digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pembentukan Peraturan Daerah dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, asas,
dan prinsip Hak Asasi Manusia serta relevansinya dalam materi muatan Peraturan
Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan Peraturan Daerah
Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari sistem
pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat di
daerah. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, pembentukan Perda tidak
hanya harus memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga harus menjamin perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu,
pembentukan Perda harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan
kedudukan Perda dalam tata hukum nasional serta asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berorientasi pada penghormatan terhadap HAM.
1. Peraturan Daerah dalam Tata Hukum Indonesia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan membedakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan Peraturan Daerah
Provinsi sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur,
sedangkan Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali
Kota.
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Secara konstitusional, kewenangan pembentukan Perda ditegaskan dalam
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Perda dan
peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang keberlakuannya tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedudukan Perda dalam tata hukum Indonesia menuntut agar materi
muatannya tidak hanya selaras secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi,
tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk perlindungan
HAM. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memang tidak secara eksplisit merumuskan fungsi Perda, namun Pasal 236 ayat (3)
mengatur bahwa Perda memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi
daerah, tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, penjabaran tersebut harus
mencerminkan nilai-nilai HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang secara tegas merumuskan fungsi Perda, terlihat bahwa
meskipun rumusan eksplisit tersebut tidak lagi ditemukan, substansi Perda tetap
harus diarahkan untuk melindungi kepentingan umum, menjamin keadilan, serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, perlindungan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi
Perda dalam tata hukum Indonesia.

. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah dan Relevansinya dengan Hak Asasi
Manusia

Pembentukan Peraturan Daerah harus berlandaskan pada asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5
dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas tersebut antara lain
meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan,
dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keadilan dan
kemanusiaan.

Terkait dengan asas-asas hukum, Maria Farida Indrati mengkritik
kecenderungan pembentuk peraturan perundang-undangan yang menuangkan
asas-asas hukum ke dalam norma positif. Kritik ini sejalan dengan pandangan Paul
Scholten yang menyatakan bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang
memiliki sanksi, melainkan dasar pemikiran yang bersifat abstrak dan
fundamental. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan dan
pelaksanaan hukum, bukan sebagai aturan konkret.

Asas hukum berbeda dengan norma hukum konkret karena asas hukum
bersifat umum dan abstrak, tidak memiliki sanksi, serta menjadi landasan bagi
lahirnya norma hukum. Dengan demikian, asas hukum merupakan “jantung” dari
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sistem hukum yang menuntun arah pembentukan peraturan perundang-
undangan, termasuk Perda.

Dalam konteks pembentukan Perda, salah satu asas yang memiliki keterkaitan
langsung dengan perlindungan HAM adalah asas kemanusiaan dan asas keadilan.
Asas kemanusiaan menuntut agar setiap materi muatan Perda menghormati
martabat manusia dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga
negara. Oleh karena itu, asas-asas pembentukan Perda tidak boleh dipahami hanya
sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai dasar substansial untuk
mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam materi muatan Perda.

Dengan berlandaskan asas-asas tersebut, pembentukan Perda diharapkan tidak
menghasilkan peraturan yang diskriminatif, membatasi hak secara tidak
proporsional, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Integrasi nilai-nilai
HAM dalam pembentukan Perda menjadi penting agar Perda dapat berfungsi
sebagai instrumen hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan selaras
dengan sistem hukum nasional.

Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Materi Muatan
Peraturan Daerah

Pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam materi muatan
Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan
dari prinsip negara hukum dan demokrasi. Sebagai produk hukum yang mengatur
langsung kehidupan masyarakat di daerah, Perda memiliki dampak nyata terhadap
pemenuhan maupun pembatasan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, Perda yang
tidak disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai HAM berpotensi menimbulkan
pelanggaran hak asasi, ketidakadilan, serta penolakan dalam pelaksanaannya.

Secara filosofis, urgensi pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam Perda
bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Nilai kemanusiaan yang adil dan
beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila menegaskan bahwa
setiap kebijakan dan peraturan hukum, termasuk Perda, harus menjunjung tinggi
martabat manusia dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, materi muatan Perda harus mencerminkan nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi sebagai perwujudan
ideologi negara.

Secara yuridis, pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda
merupakan konsekuensi dari kedudukan Perda dalam sistem hukum nasional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas
menjamin HAM dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28]. Selain itu, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan kewajiban
negara, termasuk pemerintah daerah, untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi HAM. Oleh karena itu, Perda sebagai peraturan perundang-undangan di
tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan norma HAM yang dijamin oleh
konstitusi dan undang-undang. Integrasi nilai-nilai HAM dalam Perda menjadi
penting untuk mencegah terjadinya pertentangan vertikal antara Perda dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan bahwa materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan dan keadilan. Asas
kemanusiaan menghendaki agar setiap peraturan menghormati hak-hak asasi dan
martabat manusia, sedangkan asas keadilan menuntut agar pengaturan dalam Perda
tidak Dbersifat sewenang-wenang atau diskriminatif. Dengan demikian,
pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda merupakan bagian dari
penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dari perspektif sosiologis, Perda yang tidak mengakomodasi nilai-nilai HAM
cenderung menimbulkan resistensi dan penolakan dari masyarakat. Hal ini dapat
terjadi karena materi muatan Perda dianggap tidak adil, merugikan kelompok
tertentu, atau membatasi hak-hak warga secara tidak proporsional. Sebaliknya, Perda
yang disusun dengan memperhatikan nilai-nilai HAM akan lebih mudah diterima
oleh masyarakat karena mencerminkan rasa keadilan dan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak dasar warga. Oleh karena itu, integrasi HAM dalam Perda juga
berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi sosial dari Perda itu sendiri.

Urgensi pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda juga
berkaitan dengan upaya pencegahan lahirnya Perda yang bermasalah secara hukum.
Tidak sedikit Perda yang dibatalkan atau diuji karena dianggap bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melanggar HAM. Dengan
mengintegrasikan nilai-nilai HAM sejak tahap perancangan, pemerintah daerah dan
DPRD dapat meminimalkan risiko pembatalan Perda serta memastikan bahwa Perda
yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian nilai-
nilai HAM dalam materi muatan Perda merupakan suatu keharusan yang bersifat
tilosofis, yuridis, dan sosiologis. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin
perlindungan HAM bagi masyarakat, tetapi juga untuk mewujudkan Perda yang
berkeadilan, berperikemanusiaan, serta sesuai dengan sistem hukum nasional. Oleh
karena itu, setiap proses pembentukan Perda harus menjadikan nilai-nilai HAM
sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan materi muatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan
bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formal pembentukannya maupun
dari aspek materi muatan yang dikandungnya. Materi muatan Peraturan Daerah tidak
boleh bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan
dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengintegrasian
nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam materi muatan Peraturan Daerah merupakan
suatu keharusan karena Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila
sebagai norma dasar (grundnorm), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi, serta asas kemanusiaan sebagai
salah satu asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik. Integrasi nilai-nilai HAM

Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah - 21



Pasolo et al. | Sainmikum Vol. 3 No. 12026 | 16 - 23

tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan Hak Asasi Manusia
dalam materi muatan Peraturan Daerah.
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